Penerapan Qardhul Hasan dengan biaya administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung prespektif Hukum islam by Antoni, Rizal
 
 
PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI 
DI BAITUL MAL WATTAMWIL DUTA JAYA LAMPUNG 


















JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH 
FAKULTAS SYARIAH 





PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA 
ADMINISTRASI DI BAITUL MAL WATTAMWIL DUTA JAYA 




Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu 








JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH 
FAKULTAS SYARIAH 
















Dewan Penguji Skripsi Saudara Rizal Antoni, NIM 13220030, mahasiswa Program studi 
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, dengan judul:  
 
PENERAPAN QARDHUL HASAN DENGAN BIAYA ADMINISTRASI DI BAITUL 
MAL WATTAMWIL DUTA JAYA LAMPUNG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 
 
Telah dinyatakan lulus dengan nilai    (     )  
Dengan Penguji  
 
1. Ramadhita, M.HI    (     )  
NIP 198909022015031004            Ketua  
 
 
2. Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M.HI.   (     )  
NIP 197303062006041001         Sekretaris  
 
 
3. Dr. Fakhrudin,M.HI.      (     )  







































































































Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, 
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan 
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang 
menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar 
pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. 
Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, 
nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. 
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu 
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, 
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A 
Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 
B. Konsonan 
 
 dl = ض Tidak dilambangkan =ا
 th = ط b = ب
 dh = ظ t = ث
 (koma menghadap ke atas)„ = ع ts = ث





 f = ؼ h = ح
 q = ؽ kh = خ
 k = ؾ d = د
 l = ؿ dz = ذ
 m = ـ r = ر
 n = ف z = ز
 w = ك s = س
 h = ق sy = ش
 y = و sh = ص
 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 
dilambangkan dengan tanda koma di atas („), berbalik dengan koma („) 
untuk pengganti lambang “ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal 
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya قاؿ menjadi qâla 
 
Vokal (i) panjang = î misalnya قيم menjadi qîla 




Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan 
dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat 
menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, 
wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan 
contoh berikut: 
Diftong (aw) = وى  misalnya ؿوق   menjadi qawla 
Diftong (ay)  = يى  misalnya ريخ   menjadi  khayrun 
D. Ta’ marbûthah (ة) 
Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya انرسانت 
ةسنهمدر menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah- 
tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan 
kalimat berikutnya, misalnya   ٌنم ةمحر ا  فى  menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada 
di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ... 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 
3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun. 
4. Billâh „azza wa jalla. 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 




merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem 
transliterasi. Perhatikan contoh berikut: 
“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin 
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan 
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari 
muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan 
salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” 
dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa 
Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut 
sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang 
Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- 
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Kata Kunci: Administrasi, Pembiayaan Produk Qardhul Hasan 
Qardhul hasan merupakan bentuk pinjaman dana tanpa adanya imbalan 
pada saat pengembalian. Penerima hanya mengembalikan jumlah dana pokok 
yang diterima saat meminjam dalam periode tertentu yang sudah disepakati. 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung merupakan salah satu lembaga 
keuangan syariah yang memberikan fasilitas qardul hasan namun fenomena yang 
terjadi adalah penerima qardul hasan harus membayar biaya administrasi yang 
ditentukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar 15% dari 
pinjaman yag di terima. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembiayaan dan 
mengetahui dasar hukum penerapan qardul hasan dengan biaya administrasi di 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Penelitian ini merupakan yuridis 
empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti 
berupaya mendeskripsikan fenomena yang terjadi dan dikaji melalui konsep 
hukum Muamalah 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa : 1) 
calon peminjam memenuhi semua syarat pra pembiayaan, dan adanya kewajiban 
penerima pinjaman qard hasan membayar biaya administrasi sebesar 15% dari 
total dana pembiayaan yang diterima dan diwajibkan mengembalikan dana 
pembiayaan sejumlah permohonan di awal; 2) dasar hukum pembebanan biaya 
administrasi dari dana pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung 
adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 19/DSN- 
MUI/IV/2001 tentang ketentuan Al-Qard, namun demikian besarnya biaya 
administrasi 15% dari total pembiayaan dianggap sebagai mengambil keuntungan, 
ini tidak sesuai dengan ijma’ ulama tentang hutang piutang yang didalamnya 






Antoni, Rizal. 2020. The use of Qardhul Hasan with Administrative cost at 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung in Islamic Law 
Prespective. Thesis, Department of Sharia Business Law, Sharia 
Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
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Keywords: Administration, Qardhul Hasan Financing Product 
Qardhul hasan is a form of loan of funds without any compensation at the 
time of repayment. The recipient only returns the total of receiving principal when 
borrowing within the agreed period. Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung is 
one of the Islamic financial institutions that provides qardul hasan facilities, 
unfortunately, the phenomenon that occurs is that the qardul hasan recipient must 
pay the administration fee determined by Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung in the amount of 15% of the loan received. 
This study aims to determine the financing process and determine the legal 
basis for the application of qardul hasan with administrative costs in Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung. This research is an empirical juridical using a 
qualitative descriptive approach, where researchers try to describe the phenomena 
that occur and reviewed through the concept of the Muamalah law. 
Based on the results of research that has been done shows that: 1) the 
prospective borrower fulfills all pre-financing requirements, and the existence of a 
qard hasan loan recipient is to pay an administration fee of 15% of the total 
funding received and is required to return the funding for a number of requests in 
advance; 2) the legal basis for the imposition of administrative costs from 
financing funds in Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung is the National 
Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 19 / DSN-MUI / IV / 
2001 regarding the provisions of Al-Qard, unfortunately the amount of 
administrative costs 15% of the total financing is considered as taking profit, this 
is not in accordance with the scholars' agreement regarding accounts receivable 





 اياج اثود ليمواثو امالل يجب روظوو يف ةيرادلإا انتكانيف عو احهسه ضانقر قيبطث. 2002 .لازير ، نيوتأن
 نًيحاإنسا يحوحهكٕا ىيىاربإ نالو ٌاألو جعاوج ، جعيانشر نيحن ، جيرانرجا جعيانشر وسق ، نثحسا .ةانميساإل ػتينهشر جننمبوا
 رخسجالوا ٌيزلا قيرط زوٌ   حى جالحا ٔرخنزلا : فايهشر .انُجاو يف
 ٌسح ضلرلل خالصنرحا عفز، جرازاإل :ةيلساسأا تاملالك
 ولخسايم ولٕي .زانسسا خٔق يف ضٔيذغ يأ ٌٔز يٍ ضٔانمر أشكال يٍ لنش ٖٔ احهسٍ ضلر
 ايالل  خيب  .انيّع  قفٌ  خي  نيدا  جانفرخ  ذانم  ضالرخاال  زٌع  طفك  انًٕسدا  يد  يشلا  نيصاأل  ؽليهةا  عاجرإب
 نيدا جرٖنظاا ٌنٔل ٌسحما ضرق خْيالسندا ذمسو نيدا نًيحاساإل نيحاايم خاسسيهؤا يٍ زحأ ىي جٌنًثٕا اياج أخز لٔيوٌ  خلٔا
 يدب لبق يٍ يسىازحد يرى نيدا جرازاإل ٔوسر فغز يةج احهسٍ ضلر ولسدي يهٍ زذسح
 .اِيلع ولخسي يشٌ  لا ضرقلا ٌو ئحاايم يف رشع جسيد يٍ لٔيوٌ  خلٔا جٌنًثٕا يااج فريسال ايالل
 
 فيرعٌ  خلل ٔ ِف  زحبلا  اشٖ  فزٖ  اوٌ  ٔأ ضلر  قيبطخل  ٍيَٕاانك  ساساأل  زيزحدٔ  لينرًٕا  يهيحع
 احهسٍ حهثسا ٔ ٖ  نثحسا  اشٖ  اٌٌ   ٔأ  .جٌنًثٕا  اياج  أخز  لٔيوخلٌ   ٔا  ايالل  يدب  يف  جيرازاإل  انركانيف  يغ
 يةيجرخال  ٍيَٕاانك ، َٕػي ٔصفي يُٓج اتسررساو ززحد  نيدا  رٖانظٕا  فصٔ  نثاحسا  ٔلاحي  زحي
 .ٔيماعايم ٌَٕاق وفٕٓو ذانم يٍ اِيلع صفحٔي
 لينرًٕا لبق او خنثاطخو عييج نثيحخ ٌيهٕخاحًم ٌٔضايهمرخ 1( :يلي او رِظي ، ِؤارجإ يد يشلا زحبلا جئاخٌ ٖلع ٌ  ءاٌب
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 شحأي نلش ٌ   أب يؼررب عجًهًٕا يٍ ئحاايم يف رشع سحيد جرازاإل ٔوسر
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A. Latar Belakang Penelitian 
 
Praktek Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Lembaga 
Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, adalah salah satu 
Produk Lembaga Keuangan yang diberikan Kepada Nasabah atau Anggota nya 
yaitu Muqtaridh dengan maksud Ber‟itikad baik atau dimaksudkan untuk 
membantu Nasabah atau Anggota yang benar-benar tergolong Membutuhkan atau 
Kurang Mampu dalam hal Ekonomi. Karena Lembaga Keuangan Syari‟ah (LKS) 
di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga 
sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, serta salah satu 
sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan 
Syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh, yakni suatu akad 
pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan 
dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah 
disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. 
Pembiayaan Qardhul Hasan diambil dari dana Maal yang dimiliki oleh 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya, yaitu dana Bagian Modal Baitul Maal 
Wattamwil, ataupun Keuntungan Baitul Maal Wattamwil yang disisihkan, dan 





Infaqnya kepada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Pembiayaan 
Qardhul Hasan ini bermaksud untuk menciptakan atau memberikan Lapangan 
Usaha bagi masyarakat-masyarakat kecil yang tergolong kurang mampu dalam hal 
ekonomi, dalam hal Pembiayaan Qardhul Hasan ini Nasabah atau Anggota 
tersebut hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu 
yang telah disepakati bersama, Pembiayaan Qardhul Hasan ini lebih beda dari 
Produk Perbankan lainnya, karena dalam Prakteknya Pembiayaan Qardhul Hasan 
tidak dikenakan Bunga Tambahan atau Bagi hasil. Lembaga Keuangan Syariah 
yang melakukan pembiayaan Qardhul Hasan tersebut dapat meminta Jaminan 
kepada nasabah atau anggota bilamana dipandang perlu adanya jaminan. Dalam 
Pembiayaan ini Nasabah Qardhul Hasan dapat memberikan tambahan 
(sumbangan) dengan sifat Sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah yang 
melakukan pembiayaan selama hal tersebut tidak diperjanjikan di dalam Akad. 
Jika didalam pembiayaan Qardhul Hasan tersebut Nasabah atau Anggota tidak 
dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah 
disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuan 
dari Nasabah atau Anggota tersebut maka, Lembaga Keuangan Syariah dapat 
Melakukan perpanjangan Jangka waktu pengembalian dana Pembiayaan tersebut 
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Didalam Ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang ketentuan Al-Qardh, telah dijelaskan 




Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh:
3
 
1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
(muqtaridh) yang memerlukan. 
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 
 
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 
perlu. 
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 
a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 
 









 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang 
Ketentuan Al-Qardh 
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1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan 
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak- 
mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 
1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. 
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 
memenuhi kewajibannya secara penuh. 
 
Ketiga : Sumber Dana
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Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 
 
a. Bagian modal LKS; 
 
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 
 
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 
infaqnya kepada LKS. 
Keempat 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 









Didalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini telah 
dibahas secara umum mengenai ketentuan-ketentuan Al-Qardh bagi Lembaga 
Keuangan Syariah sebagai Lembaga yang membiayai Qardhul Hasan dan 
Nasabah atau Anggota sebagai Muqtaridh atau Penerima pembiayaan Qardul 
Hasan tersebut. 
Praktek Pembiayaan Produk Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dalam sekali akad adalah senilai 5 Juta 
Rupiah, dana tersebeut dimaksudkan dapat membantu peningkatan Perekonomian 
Muqtaridh atau Nasabah, sehingga Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya bisa Menjadi 
Lembaga Keuangan Syariah yang dapat berperan sebagai lembaga sosial yang 
dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar secara maksimal. Akan 
tetapi didalam Pembiayaan Qardul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung ini dikenakan Biaya Administrasi yang cukup besar, yakni 15% dari 
pembiayaan untuk Administrasi Produk Qardhul Hasan. Dalam hal ini Penulis 
menemukan masalah bahwasannya Biaya Administrasi senilai 15% untuk 
Pembiayaan senilai 5 Juta ini dirasa sangat besar dan dirasa tidak seimbang, 
karena mengingat Pembiayaan Qardhul hasan tersebut adalah pembiayaan yang 
bersifat Pinjaman tanpa Bunga atau Bagi Hasil dan bertujuan Ta‟awwun atau 
tolong-menolong dalam hal peningkatan Perekonomian. Hal ini tentu saja sedikit 
bertentangan dengan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur‟an Surat Al-Ma‟idah 





 ىٌ  لعٌ  
ٌ  لاوٌ  ٌ   ثٌ  ٌ لٌ  ٌ  ا
 ناوٌ  دٌ   ٌ  ع
 ٌ لٌ  وٌ  
وٌ  اعٌ  .ٌ  ث
 اوٌ  ن
لاوٌ  
ٌ  ث قٌ  .ٌ 
 ىٌ   وٌ  
ىٌ  لعٌ  
ٌ  ٌ  لا
 ٌ بٌ  




"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran…" (QS. al-Ma‟idah : 2)
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Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwasannya mengenai Masalah 
Penerapan Biaya Administrasi pada Praktek Qardhul Hasan ini perlu mendapatkan 
perhatian yang lebih, karena perlu adanya Kejelasan Hukum mengenai Penerapan 
Administrasi pada Praktek Pembiayaan Qardhul Hasan tersebut yang jumlahnya 
tidak terhitung kecil dan bahkan membuat hitungan antara Pembiayaan dengan 
Administrasi menjadi tidak seimbang. Maka didalam Penelitian ini Penulis akan 
membahas tentang kejelasan Hukum atau Dasar Hukum penerapan Biaya 
Administrasi pada Praktek Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung. Melihat masalah di atas penulis merasa tertarik untuk menelitinya lebih 
lanjut, dan hasil dari penelitian itu penulis susun dalam bentuk proposal skripsi 
yang berjudul “Penerapan Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul 



















B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung? 
2. Bagaimana Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya lampung Prespektif Hukum Islam? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
1. Untuk Mendeskripsikan Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya 
Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. 
2. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Penerapan Qardhul Hasan dengan Biaya 
Administrasi di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya lampung. 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Dalam penelitian ini dapat di ambil manfaat : 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Penelitian ini di harapkan dapat menunjukan bahwa Praktek Qardhul Hasan 
yang di lakukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung kepada 
Masyarakat benar-benar bisa menerapkan Biaya Administrasi yang sesuai dengan 





2. Manfaat Praktis 
 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan kepada Lembaga 
Dewan Pengawas Syariah Nasional sebagai Acuan dalam Penentuan Biaya 
Administrasi pada Produk Qardhul Hasan. 
Manfaat Lain: 
 
 Bagi Peneliti, Peneliti dapat mengetahui bagaimana praktek Qardhul 
Hasan dengan Penerapan Biaya Administrasi di Lembaga Keuangan. 
 Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemikiran 
dari hasil penelitian dalam hal peningkatan Ekonomi. 
 Bagi masyarakat umum, dengan adanya kajian ini diharapkan dapat 
membantu masyarakat dalam hal Menambah pengetahuan tentang 
Praktek Qardhul Hasan. 
 Untuk Pemerintah, dengan kajian Praktek Qardhul Hasan ini 
diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam mengentas kemiskinan 
sesuai dengan Undang Undang Dasar pasal 34 ayat (1) dan juga bisa 
dijadikan acuan keberhasilan program. 
 
 
E. Definisi Operasional 
 
Untuk menghindari kerancuan dan memahami istilah dalam penelitian ini, 





1. Penerapan, adalah proses atau cara menjalankan sebuah perbuatan.7 
 
2. Qardhul Hasan, adalah suatu produk Lembaga Keuangan Syariah yang 
diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu 
tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.
8
 
3. Biaya Administrasi, adalah sejumlah uang yang di keluarkan untuk 
pengurusan surat dan sebagainya, atau biaya untuk pendaftaran sekuritas 




F. Sistematika Penulisan 
 
Hasil penelitian ini terdiri atas 5 (Lima) bab, dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
Bab I : Merupakan bab pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa dasar 
penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang 
memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan 
mengenai judul yang telah dipilih dalam penelitian. Selanjutnya 
mengulas tentang rumusan, masalah mengenai spesifikasi 
mengenai penelitian yang akan dilakukan, tujuan penelitian 
mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian, manfaat 
yang di dapat dari penelitian, definisi operasional. 
 
7
 Penerapan, kbbi.kemdikbud.go.id (di akses pada tanggal 5 september 2019) 
8
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk - P roduk dan Aspek - Aspek Hukumnya, 
(Jakarta: Kencana, 2014), 342 
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Bab II : Merupakan kajian pustaka bab ini menjelaskan landasan teoritis 
yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meliputi: penelitian 
terdahulu, dan beberapa kajian teori diantaranya, yaitu: Konsep 
penerapan biaya administrasi, konsep Produk Qardhul hasan, dan 
Konsep Penentuan Biaya Administrasi. 
Bab III : Merupakan metode penelitian. Dalam bab III ini berisi jenis 
penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data. 
Bab IV : Merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. 
Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan 
pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian. Penulis 
memaparkan data secara lengkap tentang profil, gambaran umum 
obyek penelitian, penyajian data serta analisis data. 
Bab V : Merupakan bab penutup. Bab ini dimaksudkan sebagai proses 
penutupan pada skripsi ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan 
saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari 
pembahasan dan saran merupakan suatu ungkapan yang 









A. Penelitian Terdahulu 
 
Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki 
perbedaan substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
tema permasalahan Administrasi dalam praktik Qardhul Hasan, maka perlu 
dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. 
Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan tesis dan 
skripsi yang membahas kajian yang berkaitan dengan Penerapan Praktik Qardul 
Hasan, yaitu : 
a. “Pengelolaan Dana Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat 
Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Qardh Al-Hasan Pada BAZ Kota 
Bogor)” Disusun oleh Siti Nur Mutia Andini, 2011, Konsentrasi 
Perbankan Syariah, program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Penelitian ini bersifat Field Reaserch atau penelitian Lapangan. Di dalam 
Penelitian menjelaskan tentang analisis Pengelolaan Dana Qardhul Hasan 
dalam bentuk program dana berkah. Selama ini jumlah kemiskinan di 
Indonesia masih sangat tinggi sehingga sebagian besar masyarakat masih 
menggantungkan pada lintah darat (rentenir) dalam memecahkan 





pendanaan bidang usaha. Oleh karena itu BAZ Kota Bogor membentuk 
dana berkah. Dana ini dihimpun dari dana zakat, infaq dan Shadaqah yang 
dapat digunakan masyarakat dalam bidang pendanaan usaha sebagai upaya 
peningkatan taraf kehidupannya.
10
 Hasil penelitian memperlihatkan 
bahwa upaya BAZ kota Bogor menyediakan pendanaan bidang usaha pada 
anggota binaan kampong Sukamulya Bogor, melalui program dana berkah 
merupakan salah satu cara yang terbilang cukup efektif dalam 
meningkatkan kondisi ekonomi mitra binaan serta membuka lapangan 
pekerjaan di desa dan mengurangi arus urbanisasi ke kota. Dari hasil 
analisis SWOT didapatkan keunggulan program, yaitu program dana 
berkah merupakan solusi yang tepat dalam meningkatkan taraf kehidupan 
masyarakat miskin melalui pendanaan dalam bidang usaha dan terhindar 
dari pinjaman dana dari lintah darat (rentenir), dan kekurangan dari 
program adalah dana yang dialokasikan untuk program dana berkah masih 
kurang serta belum adanya pendampingan secara intensif dari pihak BAZ 
kota Bogor untuk membimbing anggota binaannya dan Mustahiq.
11
 
Dari penjelasan penelitian terdahulu poin pertama ini penulis dapat 
mengambil persamaan bahwasannya pendanaan usaha yang dilakukan 
BAZ Kota Bogor sama-sama menggunakan dana yang dihimpun dari dana 
ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh) dan sama-sama digunakan untuk 
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 Siti Nur Mutia Andini, Pengelolaan Dana Qardhul Hasan terhadap Pemberdayaan Masyarakat 
Kampung Sukamulya Pada BAZ Kota Bogor. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Jakarta. 2011). 
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membantu masyarakat yang ada di sekitar Lembaga tersebut. Yang 
membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji 
oleh penulis ialah fokus penelitian, dimana pada penelitian terdahulu fokus 
penelitiannya ialah membahas pada pengelolaan dana Qardhul Hasan 
tersebut, sedangkan fokus penelitian yang dikaji oleh penulis ialah pada 
penerapan Biaya Administrasi yang ada pada Pembiayaan Qardhul Hasan. 
 
 
b. “Menejemen Pembiayaan Produk Qadrhul Hasan (Studi Kasus di BPRS 
Metro Madani Lampung)” Disusun oleh Badaruddin, 2011, Konsentrasi 
Keuangan dan Perbankan Syariah, Program Studi Hukum Islam, Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta. Penelitian ini 
bersifat Field Reaserch atau Penelitian Lapangan. Di dalam Penelitian ini 
menjelaskan mengenai Menejemen Pembiayaan Qardul Hasan di BPRS 
Madani Metro, yang memiliki nilai pembiayaan yang relatif tinggi. Karena 
Produk Qardul Hasan adalah pembiayaan yang memiliki resiko cukup 
tinggi karena biasanya tidak menggunakan jaminan dan sumber dana nya 
adalah dari ZIS yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan qardul hasan. 
Penelitian ini juga bersifat konfirmasi terhadap menejemen pembiayaan 
qardul hasan di BPRS Madani Metro yang memiliki porsi dana 
pembiayaan relatif besar.
12
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
mengungkap manajemen Qardhul Hasan tersebut. Dalam proses 
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pembiayaan, BPRS Metro Madani bisa memberikan pinjaman yang relatif 
tinggi hingga  mencapai  15 Juta, dikarenakan  syarat-syarat dalam 
pembiayaan Qardhul Hasan yang memang diformat agar dana tersebut 
tidak memiliki risiko yang berarti, yaitu; adanya jaminan, memiliki 
seorang tokoh yang dapat dijadikan jaminan kepercayaannya, nasabah 
lama dan tidak bermasalah dengan BPRS Metro Madani. Selain itu, 
pembiayaan Qardhul Hasan di BPRS Metro Madani di gunakan untuk dua 
kategori pembiayaan saja, yaitu; Gharimin (orang yang terlilit hutang) dan 
untuk pembiayaan orang sakit. Manajemen POAC untuk pembiayaan 
Qardhul Hasan di BPRS Metro Madani masih ada yang kurang sesuai 
dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari actuating (pelaksanaan) yang 
kurang sesuai dengan khasanah teori Qardhul Hasan, diantaranya 
pembiayaan  ini menggunakan jaminan, memakai orang  yang 
mempertanggungjawabkan, selain itu penerima pembiayaan Qardhul 
Hasan juga hanya pada dua kategori, yaitu orang yang sakit dan Gharim 
(orang yang terlilit hutang). Hal ini agar diperhatikan mengingat bahwa 
landasan hukum Qardhul Hasan harus sesuai antara teori dan praktiknya.
13
 
Dari penjelasan penelitian terdahulu poin kedua ini penulis dapat 
mengambil perbedaan bahwasannya pada penelitian terdahulu 
memfokuskan penelitian pada Menejemen Pembiayaan yang begitu besar, 
sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis terfokus pada Administrasi 
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Pembiayaan yang begitu besar. Sedangkan persamaan pada penelitian 
terdahulu ini terdapat pada tujuan yang sama-sama untuk mengungkap 
Alasan besarnya nilai Pembiayaan yang diberikan dan besarnya 
Administrasi yang diterapkan. 
 
 
c. “Pengaruh Pembiayaan Qardul Hasan Pada BNI Syariah cabang 
Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil”, Disususn oleh 
Uswatun, 2010, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Walisongo Semarang, Penelitian ini menggunakan jenis Metode penelitian 
Field Reaserch atau penelitian Lapangan. yang menjelaskan mengenai 
Besarnya pengaruh pembiayaan Qarhdul hasan pada BNI Syariah cabang 
semarang terhadap perkembangan usaha kecil adalah kurang 
mempengaruhi, hal ini menunjukan bahwa pembiayaan tersebut kecil 
sekali pengaruhnya terhadap perkembangan usaha kecil sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain. Meskipun pengaruhnya sangat kecil namun 
Qardhul Hasan memiliki peranan membantu pelaku usaha kecil dalam hal 
penambahan modal usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup 
usaha, selain itu juga berfungsi untuk mengalihkan ketergantungan mereka 
terhadap pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan yang berbasis 
bunga.
14
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 
pembiayaan qardhul hasan yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri 
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(BSM) Kantor Cabang Ungaran serta bagaimana penyaluran pembiayaan 
qardhul hasan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran. 
Dengan menggunakan metode Kualitatif melalui wawancara terstruktur, 
observasi dan dokumentasi, maka dihasilkan temuan penelitian bahwa 
Prosedur pembiayaan qardhul hasan pada Bank Syariah Mandiri (BSM) 
Kantor Cabang Ungaran tidak menggunakan jaminan serta persyaratanya 
cukup mudah dengan jangka waktu jatuh tempo selama satu tahun, Bank 
Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran bekerja sama dengan 
Masjid dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan dengan maksud 
untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar Masjid, nasabah 
pembiayaan qardhul hasan tiap orang menerima maksimal sebanyak Rp. 
2.000.000 ( Dua juta Rupiah). sumber dana pembiayaan qardhul hasan 
melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh yang berasal dari LAZNAS (Lembaga 
Amil Zakat Nasional) BSM Semarang, penyaluran pembiayaan qardhul 
hasan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Ungaran sudah 
terlaksana dengan tepat sasaran yaitu pihak yang mendapat pembiayaan 
qardhul hasan ini hanya masyarakat menengah kebawah yang memiliki 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kerena dilakukan survei terlebih 
dahulu mengenai keadaan nasabah sebenarnya, pembiayaan qardhul hasan 





sosial dan tolong menolong serta nasabah hanya wajib mengembalikan 
pokok pembiayaannya saja tanpa dikenai margin atau bagi hasil.
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Dari penjelasan Penelitian terdahulu poin ketiga ini penulis dapat 
mengambil perbedaan bahwasannya analisis penelitian terdahulu adalah 
untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang terjadi atas pembiayaan 
Qardhul Hasan yang telah dilakukan, Terhadap usaha kecil yang telah 
mendapatkan bantuan dana Qardhul Hasan tersebut, sedangkan pada 
penelitian yang penulis kaji adalah untuk menganalisis tentang alasan atau 
factor-faktor yang membuat Administrasi pada Pembiayaan Qardhul 
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B. Kajian Pustaka 
 
Tinjauan Umum Tentang Produk Qardhul Hasan 
 
Islam sebagai Agama yang Rahmatan lil‟alamin menganjurkan 
pemeluknya disamping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia 
Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan disekitarnya. Ini berarti bahwa umat 
islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada 
Institusi perbankan yang disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban 
misi sosial sebagaimana terlihat dalam produk-produknya yang disalurkan 
kepada masyarakat. 
Salah satu produk perbankan syaraiah yang lebih mengarah kepada 
misi sosial ini adalah Qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain 
yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 
tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqih klasik, al-Qardh dikategorikan 
dalam akad Taawuniah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. 
Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank 
dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya 
dan hanya diberikan pada saat kedaaan emergency. Bank terbatas hanya dapat 
memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban 
membayar pokoknya saja, dan untuk jenis Qardhul Hasan pada dasarnya 







 Landasan Syariah dalam Praktik Lembaga Keuangan 
Syariah. 
a. Pengertian Qardh dan Qardhul Hasan17 
 
Secara etimologi, qard berarti potongan, sedangkan pengertian secara 
terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta 
kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa 
mengharapkan imbalan atau tambahan.
18
 
Sedangkan Qardhul Hasan adalah suatu interest free financing. Kata “ 
hasan” berasal dari bahasa arab yaitu ”ihsan” yang artinya kebaikan kepada 
orang lain. Qardhul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak 
yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar 
bunga atau keuntungan. Penerima Qardhul Hasan hanya berkewajiban 
melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan 
apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri 
membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih 




Qardhul Hasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang 
diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak 
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dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.
20
 Pada 
dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara 
benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal 
asalnya. 
Dalam perjanjian qard pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada 
pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman 
tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang 
telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. 




Qardhul Hasan tergolong dalam akad tabarru‟. Akad tabarru‟ dilakukan 
dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan ( tabarru‟ 
berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad 
tabarru‟, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan 
imbalan apapun kepada pihak lainnya.
22
 Pada dasarnya pinjaman Qardhul 
Hasan diberikan kepada: 
a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk 
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b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek 
bisnis yang sangat baik.
23
 
Qard yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, 
dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.
24
 Qardhul Hasan juga 
dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha 
pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan 
usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk Qardhul Hasan tanpa dikenakan 
biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan 
untuk sahnya perjanjian hutang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea 
studi kelayakan, dan sebagainya.
25
 
Pada hakikatnya qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang 
meminjam. Qard bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang 
meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. 
Namun yang terdapat pada qard ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan 
sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam 
modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang 
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b. Perbedaan Qard dan Qardhul Hasan 
 
1. Qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih 
kembali, sedangkan Qardhul Hasan pemberian pinjaman kepada orang 
lain, dimana peminjam tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila 
dirasakan benar-benar peminjam tidak mampu untuk mengembalikannya. 
Sehingga Qardhul Hasan ini dianggap sadaqah. Walaupun pada prinsipnya 
bukanlah produk yang Profitable namun tetap harus diperhatikan sistem 
dari produk ini agar lebih optimal dan meminimalisir resiko yang mungkin 
terjadi. 
2. Dilihat dari segi sumber dana, sumber dana qard berasal dari dana 
komersial atau modal. sedangkan sumber dana Qardhul Hasan berasal dari 
dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sadaqah. 
c. Dasar Hukum Qardhul Hasan 
 
Landasan Hukum Al-Qur‟an dan Hadits 
 
Dalil berlakunya Qardhul Hasan terdapat pada al-Qur‟an surat al 
Hadiid ayat 11, sebagai berikut: 
 ٌ  وٌ  لوٌ   ٌ  يرٌ  كٌ  
ٌ   ٌ  أ
 رٌ  ج
اضٌ  
عٌ   
 وفٌ  
 وٌ  ل
سٌ   حٌ  
.ٌ  فاٌ  ن
 ٌ  ي
ٌ  لا اذٌ    يذٌ   ٌ 
ٌ   اضٌ   رٌ  قٌ  ٌ  .ي    نمٌ 
 اضٌ   رٌ  .ٌ  ق
 نٌ   وٌ  
 
 
“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 
baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 













Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada 
jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya 
dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan 
pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus 
kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga
28
 
Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru 
untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta 
dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru 




Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang 
menggunakan akad Qardhul Hasan juga termasuk dari ayat di atas. 
Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang 
sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman 
dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad 
Qardhul Hasan 
Sedangkan penggalan hadis yang sesuai dengan akad Qardhul 
Hasan adalah sebagai berikut: 
“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa 




 Kementrian Agama RI, Al - Qur‟an dan Tafsirnya (Edisi yang disempur nakan ) , Jilid 9, 
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mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat 
mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya 




Maksud dari hadis di atas adalah mengambil harta orang lain 
dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk 
mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahkan untuk 
melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk 
dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya 
di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan 
menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan 
berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk 
melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.
31
 
d. Rukun rukun Qardhul hasan 
 
Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya 
memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna 
melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah 
disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum 
Islam. Rukun-rukun Qardhul Hasan diantaranya adalah: 
1. Pihak yang meminjam (Muqtarid) 
 
2. Pihak yang memberikan pinjaman (Muqrid) 
 
3. Barang yang dihutang/objek akad (Muqtarid Ma‟qud „alaih) 
 
30
 Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, Sahih al - Buhari bihasiyat al - Imam al - Sindi , juz II, 
(Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105. 
31
 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Penerj. 





4. Ijab Qabul (Sighat)32 
 
e. Syarat syarat Qardul Hasan 
 
1. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut : 
 
a. Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut 
 
b. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan 
barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. 
2. Orang yang meminjam: 
 
a. Berhak mendapat kebaikan 
 
b. Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut 
 
3. Barang yang dipinjamkan : 
 
a. Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam 
 
b. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang 
disetujui dalam perjanjian. 
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa qard dipandang sah pada 
harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang 
menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan 
adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.
33
 
4. Lafadz Ijab Qabul 
 
a. Kalimat mengutangkan Lafadz 
 
b. Mu‟ir (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, 
dan musta‟ir (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan 
orang yang tidak dimahjur. 
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Qard adalah bentuk akad tabarru‟. Oleh karena itu , tidak boleh 
dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi 
tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang 
wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka 
semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru‟.
35
 
Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, 
timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah 
dikembalikan. Para ulama empat madzab telah sepakat bahwa 
pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad 
qard dilaksanakan. Dan boleh ditempat mana saja, apabila tidak 
membutuhkan biaya kendaraan. Apabila diperlukan, maka bukan sebuah 
keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.
36
 
Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang tidak 
ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi 




Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, 
alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan 
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syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. 
Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.
38
 
Al-Qur‟an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai 
tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai 
berikut: 
جٌ  
   ٌ
 ل
  ٌ  ل  ٌ 
 إ   أ  
دٌ   ٌ  ب
ٌ  ي
 نٌ   
 اٌ  ذٌ  إ اوٌ  نٌ  وآ
 وٌ   ٌ  ث.ٌ  نٌ  .يادٌ   ٌ  ث
ٌ  .يٌ  أ  اهٌ   ٌ 
ٌ  لا يٌ  ذٌ 
 نٌ   
  ٌ  يٌ 
  ٌ اكٌ   لٌ   دٌ   غ  به  ٌ 
ٌ  ث
 بٌ   
كٌ  
   ٌ
 و
 بٌ  
.ٌ  يٌ  .ب
 ٌ  ن
  ٌ
ك
 ٌ  ث
وٌ  
ٌ  ل
 ٌ  ي
ٌ   سٌ   ٌ  و  ىوٌ 
  ٌ  هوٌ  بٌ  .ثكٌ   اٌ  ف
 ٌ 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah
39
 tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis 





Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang 
beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih 
langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa 
lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau 
tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.
41
 
Maka ayat di atas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara 
kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad qard, karena dengan 
33 
 
mecatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah 
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disepakati adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti 
yang sah dan dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak 
yang kadang-kadang lupa atau khilaf. 
Apabila dalam akad qard mencatumkan syarat pembayaran yang 
melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini 
sesuai dengan hadits yang artinya, “Setiap utang piutang yang 
mendatangkan suatu keuntungan  itu merupakan riba”.
42
 
Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada 
persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang 
lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada 
pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh 
mengambilnya. Mengenai peminjaman harta dari orang yang 
membiasakan memberi kelebihan atau tambahan dalam pelunasan 
angsuran qard ada dua pendapat dalam madzab Syafi‟i, dan yang paling 
kuat adalah hukumnya makruh Sedangkan dalam madzab Hambali 
terdapat dua riwayat, dan yang paling shahih adalah pendapat yang 




f. Syarat yang Sah dan Tidak Sah (Fasid) pada Akad Qardhul Hasan 
 
Dalam akad qard dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk 
mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, 
penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. 
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Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan 
malikiyah menyatakan sah. 
Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan 
atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak 
merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat 
pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek 
sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang 
lain. 
1. Harta yang harus dikembalikan 
 
Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk 
 
mengembalikan harga semisal apabila ia meminjam harta misli dan 
mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama 
selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti 
mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang 
dipinjam. 
2. Waktu pengembalian 
 
Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti 
adalah kapan saja sesuai kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam 
menerima pinjamannya, karena qard merupakan akad yang tidak mengenal 
batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu 








g. Manfaat Qardhul Hasan 
 
Qardhul Hasan memiliki beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang 
menggunakannya. Manfaat yang terdapat dalam akad qard, diantaranya 
adalah: 
1. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk 
mendapat talangan jangka pendek.
45
 
2. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk 
mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak 
yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin. 
3. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan mengikat citra baik dan 
mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena 
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin 
mengikatkan loyalitas masyarakat kepada yayasan dana sosial, karena 
dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.
46
 
h. Hikmah Qardhul Hasan 
 
Memberikan pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan 
merupakan akhlak terpuji karena dengan hal itu kita telah melepaskan 
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كٌ   نٌ   وٌ  
رٌ  
ٌ  ب
 ٌ  ة
عٌ  
نٌ  
 ٌ  و
 سٌ  
 ٌ  ههال
رٌ  كٌ  
 بٌ   
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 نٌ   
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 نٌ   
ٌ  .ن   نٌ   وٌ    فٌ 
يٌ  ٌ  لعٌ  
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 اوٌ  دٌ   
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 ٌ فٌ   ٌ   
  ٌ  ٌ
 ،رة  خ  ٌ   لوا 
 
Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang 
muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan 
menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. 
Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang 
mu‟sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan 
memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong 





Hadis di atas dapat kita ambil hikmahnya, selain keutamaan yang didapat 
dari pinjam-meminjam, kita pun dapat menolong diri kita sendiri dari 
kesusahan pada hari kiamat.
48
 Jadi apabila dihubungkan kepada Qardhul 
Hasan adalah barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada 
seseorang dengan membebaskan dari kesulitan dalam melunasi hutangnya, 
alangkah lebih baik diantara kamu mempertimbangkan atau 
memusyawarahkan sehingga masih terjalin hubungan yang baik diantara 
38 
 
keduanya dan kepada si pemberi hutang apabila ia membebaskan seseorang 
dari hutangnya, maka Allah SWT akan menolongnya pada hari kiamat. 
Salah satu bentuk pertolongan yang dapat melepaskan kesusahan dan 
kesulitan seseorang adalah dengan memberikan pinjaman kepada seseorang 
yang memang sangat membutuhkan yang sifatnya mendesak untuk kebutuhan 
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hidupnya sehari-hari atau karena sesuatu mendesak yang sangat penting. 
Selain dari hikmah yang perlu diperhatikan yakni maslahat dan mafsadat dari 
pinjam-meminjam. Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik 
dari segi lafal maupun makna. Maslahat berarti manfaat atas suatu pekerjaan 
yang mengandung apabila dikatakan pinjaman itu suatu kemaslahatan tersebut 
berarti, bahwa pinjaman merupakan penyebab diperolehnya kemaslahatan.
49
 
Dalam pengertian umum maslahat merupakan segala sesuatu yang 
memiliki manfaat bagi manusia, baik berupa kesenangan atau keuntungan. 
Jadi, setiap segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut maslahat. 
Kegiatan pinjam-meminjam atau qard, manfaat dari kegiatan tersebut harus 
dirasakan oleh kedua belah pihak dan manfaat yang didapat benar-benar 
dianggap adil atau merata sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dengan kata 
lain adalah tidak dibenarkan suatu lembaga hanya menguntungkan salah satu 
pihak saja, yang bermaksud untuk merugikan pihak lain baik sengaja atau 
tidak sengaja. 
i. Penyelesaian Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam 
 
1. Debitur wajib melunasi hutang 
 
Debitur harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum 
jatuh tempo.
50
 Sesuai dengan tuntunan surat al- Ma‟idah ayat 1, bahwa 
seorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian 
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Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman 
untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba 
kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesama manusia.
52
 
Jadi berdasarkan ayat di atas, maka para pihak yang terikat dalam suatu 
perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi klausul-klausul yang telah disepakati 
dalam perjanjian. Karena itu pihak yang berhutang atau debitur wajib 





2. Restrukturasi hutang dan hapus tagih sisa hutang 
Konsep Islam mengenai restrukturisasi dan hapus tagih utang debitur 
dapat kita temui dalam al-Qur‟an antara lain dalam surat al-Baqarah (2) ayat 
280 sebagai berikut: 
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   ٌ دٌ 
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Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka 
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Ayat di atas adalah sudah sebagai tuntunan kepada orang yang beriman. 
Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang 
yang berhutang kepadanya. Dan alangkah baiknya jika orang yang berhutang 
datang meminta maaf dan memohon diberi tempo, kemudian disambut oleh 
yang memberi hutang dengan perkataan: “hutangmu itu telah aku lepaskan, 
engkau tidak berhutang lagi”. Ayat yang seperti inilah apabila kamu fikirkan, 
maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mengkokohkan ukhuwah 
dengan yang diberi hutang.
55
 
Berdasarkan ayat al-Qur‟an di atas, maka untuk pelaksanaan atau 
prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan 
bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: 
a. Memberi tangguh sampai debitur berkelapangan 
 
Kreditur haruslah cukup dermawan dalam memberi perpanjangan 
waktu pelunasan jika debitur dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi 
kewajibannya. Tindakan seperti ini merupakan kebajikan yang amat 
besar dan dijanjikan untuk mendapat pahala sadaqah dari Allah setiap 
hari hingga utang tersebut dilunasi.
56
 
Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban 
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kewajibannya sehingga dapat melunasi semua hutangnya. Jadi kreditur 
hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai 
debitur berkelapangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran 




b. Menyedekahkan sebagian utang debitur 
 
Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian debitur tetap 
tidak bisa atau tidak mampu melunasi hutangnya tersebut, maka kreditur 
dapat menyedekahkan piutangnya kepada debitur. Bagi seorang muslim 
menyedekahkan piutang adalah lebih baik. Dalam al-Qur‟an tidak 
menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk 
disadaqahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang yang akan 
disadaqahkan tergantung pada kerelaan pihak kreditur atau orang yang 
meminjamkan hartanya tersebut kepada debitur atau penerima pinjaman. 
Apabila yang disadaqahkan hanya sebagian dari hutangnya, maka debitur 
berkewajiban untuk melunasi sisa hutangnya kepada kreditur tersebut.
58
 
c. Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur 
 
Apabila debitur setelah diberikan kedua tahap tersebut masih 
dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh 
sisa utang debitur dapat disadaqahkan.
59
 
3. Pengalihan piutang 
 
Pengalihan hutang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur 
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yang tidak mampu kepada debitur yang mampu. Hai ini adalah sebagai 
salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang dalam Islam yang dapat 
dilakukan berdasarkan hadis sebagai berikut: 
Artinya: “Rasulullah saw. Bersabda: “menunda-nunda pembayaran 
utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah 
perbuatan zalim. Dan apabila seseorang diantara kamu 
mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, 
terimalah cara demikian itu”. (HR. Muslim)
60
 
Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berhutang, bahwasanya 
apabila menunda hutang bagi orang yang mampu membayar hutang itu 
adalah sebuah kezaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar hutang 
karena keadaan yang susah, maka apabila dialihankan hutangnya kepada 
orang yang lebih mampu diperbolehkan. Sebagai orang yang berhutang maka 
terimalah keputusan tersebut. 
Dengan demikian pembiayaan dalam bentuk piutang qard dapat 
dilakukan proses restrukturisasi sebagai berikut: 
Penjadwalan kembali atau disebut dengan rescheduling. Restrukturisasi 
yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo 
pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban peminjam atau penerima hutang 
yang harus dibayarkan kepada pemberi hutang.
61
 
Selain dari penjadwalan kembali proses restrukturisasi dilakukan dengan 
menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal 
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pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan 
sepanjang tidak menambah sisa kewajiban penerima hutang atau debitur yang 
harus dibayarkan kepada pemberi hutang atau kreditur. Sisa kewajiban yang 
dimaksud adalah jumlah pokok yang belum dibayarkan oleh penerima hutang 





j. Pengertian Riba 
 
Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih atau bertambah. 
Adapun yang dimaksud disini menurut istilah syara‟ adalah akad yang terjadi 
dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut 
aturan syara‟ atau terlambat menerimanya.
63
 




Jumhur Ulama membagi Riba dalam dua bagian, yaitu Riba Fadhl dan Riba 
Nasi‟áh. 
a. Riba Fadhl 
 
menurut ulama Hanfiyah, Riba Fadhl adalah tambahan zat harta pada akad 
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Dengan kata lain, riba fadhl adalah jual beli yang mengandung 
unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu 
benda tersebut. 
Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antara barang 
yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari 
unsur riba. 
b. Riba nasi‟áh 
 
Menjual barang dengan sejenisnya, tetapi salah satu lebih banyak, dengan 
pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu 
setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual 
beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua 
buah semangka yang akan dibayarkan setelah sebulan. 
Ibn abbas, usamah ibn jaid ibn aqram, jubair, ibn jabir, dan lain-lain berpendapat 
bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasi‟áh. 
Menurut ulama Syafi‟íyah 
 
Ulama Syafi‟íyah membagi riba menjadi tiga jenis: 
 
a. Riba Fadhl 
 
Riba Fadhl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu 
pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari 
penukar paling ahir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu 




b. Riba Yad 
 
Jual beli dengan mengahirkan penyerahan (al-qabdu), yakni bercerai-cerai 
antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap 
sempurna jual beli antara gandum dengan sya‟ir tanpa harus saling menyerahkan 
dan menerima ditempat akad. 
Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasi‟ah, yakni menambah 
yang tampak dari utang. 
c. Riba Nasi‟ah 
 
Riba nasi‟ah, yakni jual beli yang pembayaranya diakhirkan, tetapi 
ditambahkan harganya. 
Menurut ulama Syafi‟iyah, ribah yad dan riba nasi‟ah sama-sama terjadi pada 
pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaanya, riba yad mengahirkan 
pemegang barang, sedangkan riba nasi‟ah mengakhirkan hak dan ketika akad 
dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Al 
Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdl (mensyaratkan adanya 
manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkan pada riba fadhl.
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Ulama bersepakat bahwasanya setiap utang-piutang yang didalamnya ada 
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“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, 
maka itu dihukumi haram” 
Hadits diatas diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah dalam 
musnadnya sebagaimana disebut dalam Bughyah Al-Bahsits, (1:500) 
Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dayn) dan dapat pula timbul 
dalam perdagangan (riba bai‟) riba bai‟ terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena 
pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba fadl), dan riba 
karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan 
jangka waktu (riba nasiah). 
Riba dayn berarti „tambahan‟, yaitu pembayaran “premi” atas setiap jenis 
pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus 
dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian 
pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambiln 
tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil (Saeed 1996). Dikatakan 
bathil karena pemilik dana mewajibkan pinjaman untuk membayar lebih dari yang 




















A. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan 
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat
68
 dan mempelajari secara 
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, 
individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitin yuridis empiris (hukum 
empiris) lebih menekankan pada segi observasinya.
69
 Penelitian lapangan 
bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, 
dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Peneliti 
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui praktek 
Penerapan Qardhul Hasan dengan biaya administrasi di Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung. 
B. Pendekatan Penelitian 
 
Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang 
meninjau dan dengan cara bagaimana dia menghampiri persoalan tersebut sesuai 
dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.
70
 Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan 
menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok 
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tertentu, atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan 
ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
71
 
Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 
diamati.
72
 Fenomena dalam penelitian ini terletak pada penentuan administrasi 
yang di tetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada Pembiayaan Qardhul 
Hasan untuk Anggota atau Nasabah Baitul Mal Wattamwil, bagaimana konsep 
penentuan Administrasi tersebut mengandung unsur Riba atau tidak. 
C. Lokasi penelitian 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah. Kantor Pusat 
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur, Desa Karya Tani, Kecamatan 
Labuhan Maringgai, Kabupaten lampung Timur. 
D. Metode Penentuan Subyek 
 
Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau 
seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, 
dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit 
satuan yang diteliti.
73
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Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling
75
 dalam penelitian ini yang termasuk dalam populasi adalah 
seluruh Pegawai dan Pengurus Kantor Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung 
yang berjumlah kurang lebih 10 (Sepuluh) Orang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang 
pengurus inti dan 7 (Tujuh) orang Komisariat, sedangkan sampel yang akan 
peneliti ambil adalah 3 informan. 1 (satu) orang perwakilan dari pimpinan 
pengurus Yaitu Bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M yang mengambil kebijakan atau 
keputusan dalam Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung, yang juga merupakan Kepala BMT sehingga data yang di peroleh 
lebih komplit. 1 (satu) orang perwakilan dari Kepala Bagian Operasional, Ibu 
Sulis Handayani, S.E, Akt. Dan juga termasuk bagian Adminstrasi umum di 
Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya Lampung, dan 1 (satu) orang perwakilan dari 
Manager Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya Lampung, Ibu Sri Utami, S.E., Ibu Sri 
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E. Sumber Data 
 
Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.
76
 Beradasarkan 
sudut pandang penelitian hukum diungkapkan, peneliti pada umumnya 
mengumpulkan data primer dan skunder.
77
 Adapun sumber data yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Sumber Data Primer 
 
Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 
individu atau perseorangan.
78
 Peneliti memperoleh data secara langsung dari 
narasumber. 
Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan pertama, 
Yaitu dari pihak Kepala Kantor pusat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yaitu Bapak Pujo Siswoyo. S.E, M.M, yang 
Kedua yaitu Kepala Bagian Operasional Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung Ibu Sulis Handayani, S.E, Akt, dan yang Ketiga yaitu Bagian Manager 
Operasional Ibu Sri Utami, S.E. dan Informan selanjutnya yakni Bapak 
Muhammad Sholeh, Ibu Hartati, dan Ibu Siti Sholehah yang merupakan Nasabah 
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2. Sumber Data Sekunder 
 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 
diperoleh peneliti dari subyek yang ditelitiannya.
79
 Data ini diperlukan untuk 
menunjang hasil penelitian mencakup kepustakaan yang berupa buku-buku 
penunjang, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang membantu penulis terkait 
dengan penelitian. 
F. Metode Pengumpulan Data 
 
Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Penelitian ini 
menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yaitu: 
1. Wawancara 
 
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 
dalam suatu topik tertentu.
80
 Dalam Penelitian ini, wawancara yang digunakan 
adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menuntut peneliti tidak 
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 
lengkap untuk pengumpulan datanya.
81
 
Wawancara tidak terstruktur ini digunakan oleh peneliti dengan berbagai 
pertimbangan, mengingat wawancara tidak terstruktur memiliki banyak kelebihan, 
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memperoleh informasi yang mendalam dan memungkinkan peneliti dapat 
mencatat lebih detail hasil penelitian selama wawancara berlangsung. Wawancara 
dalam penelitian ini akan dilakukan kepada: 
a) Direktur BMT Duta Jaya Lampung 
 
b) Kepala Bagian Operasional BMT Duta jaya Lampung 
 
c) Manager Operasional BMT Duta Jaya Lampung 
 




Tabel : 3.1 (Daftar Nama Informan Penelitian dan Jabatannya) 
 
No Nama Jabatan 
1 Pujo Siswoyo, S.E, M.M  Kepala Lembaga Keuangan 
Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya 
Lampung sejak Tahun 2002 
sampai dengan sekarang. 
2 Sulis Handayani, S.E, Akt.  Kepala Bagian Operasional 
Baitul Mal Wattamwil Duta 
Jaya Lampung sejak Tahun 
2016 sampai sekarang. 
3 Sri Utami, S.E  Manager Operasional Baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya 






  sampai sekarang. 
4 Muhammad Sholeh  Peminjam Pembiayaan 
Qardhul Hasan di Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya 
Lampung 
5 Hartati  Peminjam Pembiayaan 
Qardhul Hasan di Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya 
Lampung 
6 Siti Sholehah  Peminjam Pembiayaan 
Qardhul Hasan di Baitul Mal 








Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,agenda 
dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu.
82
 Metode 
ini digunakan untuk memperkuat dan menambah buktibukti dari hasil wawancara. 
G. Metode Pengolahan Data 
 
Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data 
setelah data diperoleh yaitu : 
1. Editing, editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang 
diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan 
dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
83
 Data yang 
diteliti disini, bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang 
ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga 
dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban 
sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang diteliti. 
2. Verifying (pengecekan ulang), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan 
untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan 
agar dapat diakui kebenarannya secara umum.
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 Pengecekan ulang 
dilakasnakan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran data yang 
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diperoleh dari proses wawancara kepada pihak Kepala dan Karyawan 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. 
3. Classifying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar 
lebih mudah dalam melakukan analisis data sesuai dengan kebutuhan yang 
diperlukan.
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 Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh 
dengan permasalahan yang dipecahkandan membatasi beberapa data yang 
seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. 
Pengklasifikasian data dilaksnakan untuk mimilah data dan didisesuaikan 
dengan rumusan masalah. 
4. Analizying, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 
mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti 
untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.
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5. Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang 
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PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 
 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 
1. Gambaran Umum BMT Duta Jaya Lampung 
 
Baitul Mal Wattamwil (BMT) Duta Jaya Lampung adalah lembaga 
keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh 
kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat 
dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. yang beroperasi 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya 
mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur‟an dan Hadist. Baitul Mal W 
attamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari‟ah Islam 
khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata 
cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan 
mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi 
atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasi 
bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari‟ah, maka pada setiap bank 
Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak 
menguasai prinsip muamalah Islam. Definisi yang lain adalah merupakan 
kependekan dari Baitul Maal Wattamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul 
maal wa baitul tamwil. Dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia, baitul 
maal diartikan sebagai rumah dana/ harta dan baitul tamwil diartikan sebagai 





sejarah perkembangan Islam. Dimana baitul maal dikembangkan untuk 
mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul 
tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. 
Baitul Mal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal 
dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha 
pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan 
shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan dan 
penyaluran dana komersial. 
BMT singkatan dari Baitul Maal Wattamwil, namun ada juga yang 
menyebutnya sebagai Balai Usaha Mandiri dan Terpadu. Perbedaan 
penyebutan ini sebenarnya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda 
tentang BMT di lapangan. Dari perkataan Baitul Maal wattamwil ini, maka 
BMT memiliki 2 visi/misi : yaitu visi/misi sosial yang diwujudkan melalui 
Baitul Maal, dan visi/misi bisnis yang diwujudkan melalui Baitul Tamwil. 
Dengan demikian strategi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat ini 
adalah dengan memadukan visi/misi sosial dan bisnis. Dalam segi operasi, 
BMT tidak lebih dari sebuah koperasi, karena ia dimiliki oleh masyarakat 
yang menjadi anggotanya, menghimpun simpanan anggota dan 
menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. 
Oleh karena itu, legalitas Baitul Mal Wattamwil (BMT) pada saat ini yang 
paling cocok adalah berbadan hukum koperasi. Baitul Maalnya sebuah BMT, 
berupaya menghimpun dana dari anggota masyarakat yang berupa zakat, 






menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada anggota yang benar-benar 
membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman 
kebijakan/bungan nol persen). Sementara Baitul Tamwil, berupaya 
 
menghimpun dana masyarakat yang berupa : simpanan pokok, simpanan 
wajib, sukarela dan simpanan berjangka serta penyertaan pihak lain, yang 
sifatnya merupakan kewajiban BMT untuk mengembalikannya. Dana ini 
diputar secara produktif/bisnis kepada para anggota dengan menggunakan 
pola syariah. Dalam pengembangan selanjutnya, BMT mengembangkan 
“triangle” yaitu, Baitul Maal, Baitut Tamwil, dan sektor riil BMT. Untuk 
yang ketiga ini, BMT didirikan untuk mengoptimalkan dana masyarakat. 
Selain dari pada itu di bank ini di bentuk dewan pengawas syari‟ah 
yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syari‟ahnya. Baitul Mal 
berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti 
harta. Jadi secara etimologis (ma‟na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk 
mengumpulkan atau menyimpan harta. Sedangkan Wattamwil secara umum 
dapat diartikan sebagai lembaga keuangan syariah yang berkonsentrasi pada 
kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang berada di bawah payung koperasi. Di 
dalam sebuah koperasi ada sejumlah unit usaha, antara lain unit usaha jasa, 
unit usaha riil, dan unit usaha simpan pinjam, pada BMT usaha simpan pinjam 
(USP) tersebut menekankan pada prinsip bagi hasil, pada saat ini lebih dikenal 
dengan adanya pengelolaan dana secara syariah (mudharabah dan 
musyarakah) yang bisa diwujudkan dalam bentuk pembiayaan syariah. Baitul 





V / SK / 2003, dan berkantor Pusat di Jalan Lintas Timur, Desa Karya Tani, 
Kecamatan Labuhan Maringgai. Kabupaten Lampung Timur. 
2. Struktur Kepengurusan 
 
Struktur Kepengurusan pada Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung 
ini memiliki Struktur Kepengurusan pada Tingkat Provinsi atau pusat dan 
cabang. Berikut Struktur kepengurusan Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung. 
a. Kepala Pengurus Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
 
Kepala Pengurus Lembaga Keuangan Syariah Baitul maal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung di pimpin oleh Bapak Pujo Siswoyo, 
S.E., M.M, menjabat sebagai kepala pengurus Baitul Maal Wattamwil 
Duta Jaya sejak tahun 2002 yakni sejak tahun pertama Lembaga 
keuangan syariah ini didirikan, bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M juga 
merupakan pemegang Akta pendirian LKS Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung. Dan jabatan bliau sebagai Kepala pengurus di 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung terhitung sejak tahun 2002 




b. Sekretaris dan Bendahara BMT Duta Jaya 
Dalam jabatan Sekretaris dan Bendahara di Lembaga Keuangan 
Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung ini diduduki oleh 
Bapak Khoiruddin, M.Pd.I sebagai Sekretaris pengurus lembaga dan 
Bapak Bahruddin, M.Pd.I sebagai Bendahara pengurus lembaga, 
jabatan keduanya tersebut juga dimulai sejak tahun 2002 sampai 
dengan sekarang atau sampai dengan Penelitian ini dilaksanakan.
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c. Manager BMT Duta jaya 
Bagian Manager dalam Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung ini terbagi dalam 4 (empat) bagian, 
yaitu Manager Bisnis yang diisi oleh Bapak Tumirin, S.E, lalu 
Manager Maal yang diisi oleh Bapak Nasruddin, S.Pd.I, lalu 
 
87
 Sri Utami. Wawancar (Lampung, pada tanggal 06 April 2019) 
88





Manager Sumber Daya Insani (SDI) diisi oleh Bapak M. Sirojuddin, 
S.Pd.I, dan Manager Operasional yang diisi oleh Ibu Sri Utami, S.E. 
Jabatan Manager yang saat ini sedang dijalankan telah diangkat 
sejak tahun 2015 lalu Pengangkatan Jabatan Manager disini di ambil 




d. Kepala Bagian dan Customer Service 
Kepala bagian yang pertama yaitu adalah Kepala Bagian 
Operasional LKS, Kepala Bagian Operasional ini diisi oleh Ibu Sulis 
Handayani, S.E, Akt. Ibu Sulis sendiri diangkat sebagai Kepala 
bagian Operasional sejak tahun 2012 lalu, dan menjabat sampai 
dengan saat ini. Kepala Bagian yang Kedua yakni Kepala Bagian IT 
yang diisi oleh Bapak Fatur Rizki, A.md. Bapak Fatur Rizki diangkat 
sebagai kepala Bagian IT sejak tahun 2016 lalu, Kepala bagian IT di 
LKS Duta Jaya ini adalah yang bertugas menjalankan Aplikasi 
Keuangan atau Aplikasi yang di gunakan baik di Kantor Pusat 
ataupun Kantor Cabang yang berada di wilayah Lampung. Customer 
Service yang ada di Kantor pusat Duta Jaya Lampung yakni diisi oleh 
Ibu Masayu Amelia, A.md yang diangkat pada tahun 2016 lalu. 
Seluruh bagian atau Jabatan yang tersusun di Kepengurusan Pusat 
sampai dengan Customer service yang ada di LKS Duta Jaya 
Lampung ini dilaksanakan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan 
seluruh Anggota BMT Duta Jaya Lampung.
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3. Program Sosial Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung 
 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung memiliki beberapa Pogram 
Sosial yang Sifat dan Tujuannya untuk membantu Masyarakat atau Kaum 
Dhuafa yang berada di sekitar Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 









 Sri Utami. Wawancar (Lampung, pada tanggal  06 April 2019) 
90
 Sri Utami. Wawancar (Lampung, pada tanggal 06 April 2019) 
91








a. Wakaf Uang 
Wakaf Uang adalah Wakaf yang dilakukan oleh seseorang, atau 
kelompok orang, Lembaga ataupun Badan Hukum dalam bentuk 
Uang Tunai. 
b. Masyarakat Islam terpadu 
Program ini merupakan salah satu kegiatan yang pelaksanaannya 
akan diadakan dirumah tahfidz, yang bertujuan untuk mencetak 
generasi umat muslim yang berprestasi dalam bidang akademik yaitu 
berupa bimbingan belajar dalam menyongsong ujian serta bertujuan 
untuk mencetak generasi umat muslim yang berprestasi dalam bidang 
agama yaitu TPQ/TPA sekaligus kajian ilmu fiqih. 
c. Masyarakat Tidak Mampu 
Gerakan pemberdayaan ekonomi melelui zakat produktif dengan cara 
pemberian bantuan modal kerja kepada masyarakat tidak mampu 
yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang lebih mandiri, 
lebih mapan dan lebih maju. 
d. Peduli Pendidikan Umat 
Program ini berupa beasiswa pendidikan pelajar muslim yang tidak 
mampu, serta berprestasi dan diperuntukan bagi siswa atau siswi SD 
SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang bertujuan untuk membantu biaya 
sekolahnya. 
e. Peduli Kesehatan Umat 
Program yang dirancang untuk membantu dalam bidang kesehatan, 
seperti aksi tanggap bencana, Menyediakan dan memfasilitasi 
ambulan gratis Pengobatan bagi kaum dhuafa. 
 
 
B. Praktek Qardul Hasan dengan Biaya Administrasi di Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung 
Bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M, selaku kepala pengurus Baitul Maal 
Wattamwil Duta Jaya sejak tahun 2002 hingga saat penelitian ini dilaksanakan, 
menambahkan sebagai berikut: 
Praktek Qardhul Hasan di Baitul Maal Wattamwil Duta Jaya 





mengatur tentang pengeluaran dana Pembiayaan Qardhul Hasan 
telah diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung (BMT) sesuai dengan Hasil Rapat Anggota 
Tahunan. 
Pencairan dana dapat dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan 
Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung setelah melewati 
beberapa tahapan, tahap awal yakni Registrasi bagi Calon Peminjam, 
lalu tahap yang kedua pihak Lembaga keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung melakukan Survei Lapangan ke 
Kediaman Calon Peminjam, dan tahap yang ketiga yakni calon 
Peminjam membayar Administrasi yang sudah ditentukan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah untuk pencairan dana yang akan 
dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung sebagai pinjaman ke Nasabah atau 
calon Peminjam. 
Besarnya Administrasi yang harus dibayarkan oleh calon peminjam 
sudah diatur oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Sumber dana Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung terbagi menjadi dua macam, yaitu: 
Qardh Tamwil (Dana dari Bank yang melakukan Kerjasama dengan 
pihak BMT Duta Jaya Lampung) 
Qardh Maal (Dana himpunan Zakat Karyawan BMT Duta Jaya 
Lampung) 
Jangka waktu pengembalian dana kepada Lembaga Keuangan 
Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yang dipinjam 
kepada Anggota atau Nasabah adalah Maksimal 6 bulan dan 




Berikut adalah Proses Pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung: 
a. Pengajuan Pendanaan Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta 
Jaya Lampung 
 
Proses dalam Pengajuan Pendanaan Qardhul hasan di Baitul Mal 
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1. Proses pengajuan Pinjaman, 
Nasabah atau Calon peminjam mengajukan permohonan peminjaman 
dana Qardhul Hasan kepada pihak Lembaga Keuangan yaitu dalam 
hal ini BMT Duta Jaya Lampung beserta jumlah nominal yang akan 
diajukan untuk dipinjam 
2. Menyiapkan persyaratan administrasi 
dalam hal ini, Nasabah atau Calon Peminjam harus menyiapkan: 
a) Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik calon peminjam dan 
Foto Copy KTP milik pasangan suami/istri. Proses peminjaman dana 
Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta jaya harus diketahui 
oleh pasangan calon peminjam, dalam hal ini suami/istri calon 
peminjam dan. 
b) Surat Pernyataan. Surat pernyataan harus ditanda tangani oleh 
calon peminjam dan pasangannya tersebut diatas Matrai 6000 Rupiah 
sebagaimana contoh terlampir. 
3. Registrasi administrasi 
a) Nasabah atau Calon peminjam Mengisi data Formulir Pengajuan 
Pinjaman dan menyertakan Surat Berharga sebagai jaminan. 
Jaminan yang digunakan dalam praktek akad ini adalah BPKB 
kendaraan bermotor atau Sertifikat Tanah. Dalam hal ini Pihak 
Lembaga Keuangan Baitul mal Wattamwil Duta Jaya Lampung tidak 
langsung menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh Nasabah 
tersebut. 
b) Pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung akan melakukan 
Survei terlebih dahulu ke Kediaman calon peminjam dana, untuk 
mengetahui keadaan di lapangan seperti apa dan untuk mengetahui 
apakah proses peminjaman dana Qardhul hasan tersebut dapat 
disetujui oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung. 
 
Dari pemaparan data yang diapatkan dilapangan secara langsung, penulis 
menyimpulkan bahwasannya pengajuan pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung bisa dilaksanakan setelah melalui tiga tahapan 
yakni, yang pertama adalah proses pengajuan pinjaman, dalam hal ini calon 
peminjam mengajukan permohonan pinjaman secara langsung kepada Ibu Sulis 
Handayani, S.E, Akt. Selaku Kepala Bagian Operasional Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung. Dan setelah disetujui oleh Bagian Operasional maka calon 





Surat Pernyataan, setelah persyaratan awal selesai dilengkapi calon peminjam 
harus mengisi Registrasi Administrasi sesuai data diri yang valid. 
 
b. Proses ketika Berlangsungnya Pendanaan Qardhul Hasan di Baitul 




Proses Akad peminjaman Qardhul Hasan, dalam hal ini pihak 
Lembaga Keuangan Syariah baitul Mal Wattamwil Duta jaya 
Lampung telah melakukan survei Lapangan dan Menyetujui 
Permohonan Peminjaman yang diajukan oleh Nasabah calon 
peminjam dana. Pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung dan pihak peminjam melakukan akad 
peminjaman Qardhul Hasan, antara pihak Lembaga Keuangan 
Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung disebut sebagai 
“MUQTARID” yaitu yang memberi pinjaman, dan pihak Nasabah 
disebut sebagai “MUQRID” yaitu yang menerima pinjaman sesuai 
dengan kontrak akad pinjaman qordul hasan. Akad yang digunakan 
dalam pinjaman Qardhul Hasan ini ialah Akad Qardh atau Tolong 
menolong. 
Setelah kedua belah pihak antara Muqtarid dan Muqrid 
melaksanakan Akad Qardhul Hasan maka proses selanjutnya yang 
harus dilakukan oleh Muqrid adalah memenuhi Identitas Lengkap 
berupa menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga kepada Muqtarid 
atau pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta 
Jaya Lampung untuk dijadikan Jaminan bersama Surat berharga 
yang Dijaminkan di awal. Kemudian setelah semua persyaratan yang 
telah diajukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung telah dilengkapi oleh Muqrid, maka 
pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung mengeluarkan dana Pinjaman Qardhul Hasan untuk 
dipinjamkan kepada Muqrid sesuai dengan Nominal yang diajukan. 
Akan tetapi dalam hal ini Muqrid diwajibkan menanggung biaya 
Administrasi sebesar 15% dari jumlah pembiayaan tersebut, jumlah 
besaran Administrasi ini telah ditentukan oleh pihak Lembaga 
Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. 
Sehingga dalam hal ini uang pembiayaan yang diterima oleh Muqrid 
dari Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung dipotong sebesar 15% untuk pembayaran Administrasi dari 
jumlah pembiayaan awal. 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung memberikan jangka 
waktu pengembalian dana Qardhul Hasan yang telah dipinjamkan 
kepada Mudharib, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh 
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Pihak Lembaga yakni Pihak lembaga Baitul Mal Wattamwil Duta 
jaya Lampung memberikan jangka waktu 3 – 6 Bulan untuk jangka 
waktu Pengangsuran, sejak tanggal peminjaman ditetapkan. Dalam 
jangka waktu proses pengangsuran, Muqrid memiliki Kartu Angsuran 
yang wajib dibayarkan (diangsur) setiap bulannya. Kartu Angsuran 
Tersebut dipegang oleh Kedua belah pihak yakni pihak Lembaga 
Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta jaya Lampung selaku 
Muqtarid dan pihak Peminjam Dana selaku Muqrid, dan kartu 
tersebut diperbaharui setiap kali Muqrid melakukan pengangsuran. 
Angsuran tersebut wajib dibayarkan oleh Muqrib kepada Lembaga 
keuangan Syariah Baitul mal Wattamwil Duta Jaya Lampung sampai 
dana yang di pinjamkan tersebut Lunas. 
Dari pemaparan data yang didapatkan secara langsung dilapangan, penulis 
mengambil kesimpulan bahwasannya proses berlangsungnya Pendanaan Qardhul 
Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, dapat dilakukan setelah 
melakukan Proses Pengajuan, memenuhi persyaratan Administrasi dan melakukan 
Registrasi data, maka selanjutnya Proses Pendanaan Qardhul Hasan diteruskan 
dengan melakukan Survei Lapangan ke Kediaman calon Peminjam. Setelah 
dilakukan survey lapangan calon peminjam melakukan Akad Pinjaman Qardhul 
Hasan dengan pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung, setelah akad 
selesai dilaksanakan maka selanjutnya pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung menyiapkan berkas yang harus ditandatangani oleh calon peminjam, 
setelah semua pemberkasan diselesaikan maka pihak Baitul Mal Wattamwil Duta 
Jaya Lampung memberikan pinjaman Qardhul Hasan kepada peminjam dengan 
jumlah yang diajukan dan dipotong biaya Administrasi sebesar 15% sesuai yang 
telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung. Masa 
jangka waktu pengembalian pinjaman Qardhul Hasan adalah maksimal 6 bulan 





c. Pasca Pendanaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung 
Setelah angsuran pinjaman Dana Qardhul Hasan selesai 
dibayarkan Lunas oleh Muqrib maka pihak Lembaga Keuangan 
Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung mengembalikan 
Surat Berharga atau Jaminan yang telah dijaminkan oleh Muqrid. 
Setelah sama-sama menyelesaikan Tanggaung Jawab masing-masing 
antara Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung dan Peminjam Dana maka pihak LKS Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung menawarkan Program :
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Dana Infaq yaitu dana yang diberikan oleh Nasabah kepada 
pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung ketika membayar Angsuran, dan pemberian tersebut secara 
Suka rela dan tidak ada paksaan sama sekali. 
Biasanya Peminjam Dana Qardhul Hasan akan melebihkan 
Pembayaran Angsuran dari biaya tanggungan yang diwajibkan, 
karena biaya kelebihan tersebut nantinya akan dialihkan untuk Dana 
Infaq. Dana Infaq yang diterima oleh Baitul Mal Wattamwil Duta 
Jaya Lampung akan digunakan sebagai Penunjang Program-program 
Sosial BMT Duta Jaya Lampung.   Seperti yang telah dijelaskan di 
poin sebelumnya bahwa BMT Duta Jaya Lampung memiliki beberapa 
Program Sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat Dhuafa 
yang berada di sekitar Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung. 
Dana Zakat yaitu dana yang bayarkan oleh Nasabah kepada 
pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung ketika telah menyelesaikan pembayaran Angsuran, dan 
pembayaran tersebut dikarenakan Nasabah mempercayakan 
penyaluran Zakatnya kepada LKS BMT Duta Jaya Lampung. 
Lalu hal kedua yang ditawarkan oleh pihak Lembaga Keuangan 
Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung adalah 
menawarkan bagi Mudharib untuk membayar Dana Zakat Panen, 
apabila kebutuhan peminjaman Dana Qardhul Hasan tersebut 
digunakan untuk modal Bercocok Tanam. 
Dari dana zakat yang diterima oleh pihak LKS BMT Duta Jaya 
Lampung tersebut akan dikelola oleh Menejemen Dana Maal dan 
dana yang terkumpul dari dana Zakat tersebut juga digunakan 
kembali sebagai Pembiayaan Produk Maal pada Lembaga Keuangan 










Dari pemaparan data yang didapatkan di lapangan secara langsung penulis 
mengambil kesimpulan bahwasannya pasca pembiayaan Qardhul Hasan di baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung mengembalikan Jaminan atau Surat Berharga 
milik Peminjam yang ditangguhkan saat melakukan pinjaman Qardhul Hasan. 
Setelah proses tersebut selesai pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung 
menawarkan program Dana Infaq dan Dana Zakat bagi peminjam, program Dana 
Infaq dan Zakat ini bersifat suka rela dan tidak memaksa, maka peminjam boleh 
membayarkannya dan boleh juga tidak membayarkannya. 
d. Nasabah Penerima Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung 
 
Nama : Muhammad Sholeh 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Tempat/Tanggal lahir : Bandung, 02 Mei 1966 
No KTP/SIM  1807020205560001 
Alamat : Muara Gading, Kec Labuhan Maringgai 
No Hp 085380985812 
Melakukan pinjaman Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta 
jaya Lampung pada tanggal 12 November 2017, Besarmya jumlah 
pinjaman Qardhul Hasan yang dimohon kepada Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar Rp. 5.000.000.00-, (Lima 
Juta Rupiah), Membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, 
(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan besarnya jumlah yang 
diterima adalah sebesar Rp. 4.250.000.00-, (Empat Juta Dua Ratus 
Lima Puluh Ribu Rupiah), jangka waktu pengembalian yang 
disepakati adalah selama 5 bulan, dan jaminan yang ditangguhkan 
oleh pemohon dalam pembiayaan ini adalah berupa Sertifikat Tanah 
atas nama Muhammad Amir seluas 800 M
2
 , Pinjaman Qardhul 
Hasan digunakan untuk modal Bercocok Tanam. 
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Nama : Hartati 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoasih, 22 Agustus 1983 
No KTP/SIM  1801145504820004 
Alamat : Sidoasih, rt/rw 001/001 Kec. Ketapang 
No Hp 082398632537 
Melakukan pinjaman Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta 
jaya Lampung pada tanggal 07 Februari 2017, Besarmya jumlah 
pinjaman Qardhul Hasan yang dimohon kepada Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar Rp. 5.000.000.00-, (Lima 
Juta Rupiah), Membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, 
(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan besarnya jumlah yang 
diterima adalah sebesar Rp. 4.250.000.00-, (Empat Juta Dua Ratus 
Lima Puluh Ribu Rupiah), jangka waktu pengembalian yang 
disepakati adalah selama 4 bulan, dan jaminan yang ditangguhkan 
oleh pemohon dalam pembiayaan ini adalah berupa BPKB Motor 
Honda Beat Tahun 2015, Pinjaman Qardhul Hasan digunakan untuk 
menambah Modal Berdagang di Pasar. 
Nama : Siti Sholehah 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 28 Oktober 1976 
No KTP/SIM  1807072810760001 
Alamat : Braja Asri, rt/rw 003/001 Kec. Way Jepara 
No Hp 085384420668 
Melakukan pinjaman Qardhul hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta 
jaya Lampung pada tanggal 05 Februari 2016, Besarmya jumlah 
pinjaman Qardhul Hasan yang dimohon kepada Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung sebesar Rp. 5.000.000.00-, (Lima 
Juta Rupiah), Membayar biaya Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, 
(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan besarnya jumlah yang 
diterima adalah sebesar Rp. 4.250.000.00-, (Empat Juta Dua Ratus 
Lima Puluh Ribu Rupiah), jangka waktu pengembalian yang 
disepakati adalah selama 5 bulan, dan jaminan yang ditangguhkan 
oleh pemohon dalam pembiayaan ini adalah berupa Sertifikat Tanah 
atas nama Karyono, Pinjaman Qardhul Hasan digunakan untuk 





Dari data Penelitian yang Penulis dapatkan dilapangan mengatakan 
bahwasannya para Pemohon atau Peminjam yang dimintai keterangan dilapangan 
meminjam sesuai besaran yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah 
Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung yakni sebesar Rp. 5.000.000.00-, 
(Lima Juta Rupiah) dalam sekali pembiayaan Qardhul Hasan, dan peminjam 
menerima jumlah uang pembiayaan sebesar Rp. 4.250.000.00-, (Empat Juta Dua 
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah dilakukan pemotongan biaya 
Administrasi sebesar Rp. 750.000.00-, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 
jangka waktu yang disepakati antara pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul 
Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dengan Pemohon atau Peminjam adalah 
sesuai kemampuan peminjam, yakni antara 4 sampai 5 Bulan, dan para peminjam 
juga menangguhkan Surat Berharga berupa Sertifikat Tanah, BPKB Kendaraan, 
dan lain sebagainya, sebagai Jaminan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah 




C.  Praktek Qardhul Hasan dengan Biaya Adminstrasi di Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung Prespektif Hukum Islam 
Islam sebagai agama yang diturun akan Allah SWT, telah mengatur hidup 
umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu Alquran dan Sunah Rasulullah 
SAW. Ini lah cara Allah menjadikan agama Islam sebagai pegangan manusia 





sebagai khalifah di muka bumi bisa menjaga dan merawat kehidupan yang 
selamat dunia dan akirat serta tercapai tujuan penciptaan manusia dalam islam. 
Dalam hal ini Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung telah 
menerapkan Pembiayaan Qardhul Hasan dengan Biaya Administrasi mulai sejak 
awal tahun 2015, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data langsung dari 
salah satu narasumber yang sekaligus merupakan Kepala Pengurus Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung, yakni Bapak Pujo Siswoyo, S.E., M.M, dari data 
yang penulis dapatkan di lapangan, penerapan biaya administrasi yang 
diterapakan pada pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN- 
MUI/IV/2001 tentang Qard, pada bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum 
poin 3, yakni „‟Biaya Administrasi dibebankan kepada Nasabah‟‟. Maka peneliti 
menyimpulkan bahwasannya biaya administrasi yang diterapkan dalam 
Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung 
memiliki dasar Hukum sebagai berikut, 
Dasar Hukum pertama penulis mengutip dari penggalan Ayat Al-Qur‟an 
(surat Al-Baqarah(2) ayat: 282) sebagai berikut: 
ٌ   سٌ   إ ىوٌ 
 ٌ   لٌ   ٌ  
 لٌ   جٌ   ٌ  أ
 ٌ  و
دٌ   ٌ  ب
ٌ  ي
 نٌ   
 اٌ  ذٌ  إ اوٌ  نٌ  وآ
 وٌ   ٌ  ث.ٌ  نٌ  .يادٌ   ٌ  ث
ٌ  .يٌ  أ ٌ يٌ    لا اهٌ   ٌ 
 ٌ  نٌ   يٌ  ذٌ 
 ٌ يٌ    ٌ لٌ  وٌ  
 ٌ
ثاكٌ   بٌ   
  ٌ
 بٌ   
 بٌ   ٌ  ثكٌ  
ثاكٌ   وٌ   كٌ   ٌ  ن.ٌ  يٌ  .ب
  ٌ
 بٌ   
دٌ   ٌ  عٌ  لٌ بٌ   
 لٌ   
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  ٌ  هوٌ  بٌ  .ثكٌ   اٌ  ف
 ٌ
 ٌ  يٌ  لوٌ   
ٌ  لا  يٌ  ذٌ 
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  ٌ 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 




Dalam Penggalan surat Al-Baqarah ayat 282 ini dijelaskan bahwasanya 
dalam setiap keadaan bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang 
piutang yang dilakukan secara tidak tunai dan dalam waktu yang telah ditentukan, 
maka waktunya harus benar-benar jelas, maka hendaklah melakukan pencatatan 
untuk mengukuhkan dan meghilangkan pertikaian nantinya, dan hendaklah ditulis 
surat hutang tersebut oleh seorang Penulis dengan Adil. Yang bermaksud 
penulisan tersebut dilakukan secara benar, tidak ada penambahan ataupun 
pengurangan jumlah hutang ataupun jumlah temponya. Hendaklah penulis 
tersebut tidak merasa keberatan atau menolak apabila dimintai untuk menuliskan 
surat hutang tersebut. Hendaklah ia mencatatkan hutang tersebut dengan 
pengakuan pihak yang berhutang dengan kejujuran dan tidak mengurangi jumlah 
hutangnya. Jika orang yang berhutang tidak mampu bertindak dan menilai sesuatu 
dengan baik, atau lemah dikarenakan masih kecil, sakit, atau sudah tua, atau tidak 
bisa mendiktekan karena bisu, ataupun karena tidak mengerti bahasa transaksi, 
hendaklah digantikan oleh wali yang ditetapkan oleh Agama, Pemerintah ataupun 
orang yang terpilih untuk mendiktekan cacatan hutang dengan jujur. Dan 
dipersaksikan dengan dua orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka 
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boleh sesorang laki-laki dan dua orang perempuan untuk menjadi saksi. Sehingga 
ketika yang satu lupa maka yang lain mengingatkan. Dan jika diminta untuk 
bersaksi mereka tidak boleh enggan memberi kesaksian.
97
 Dari penjelasan 
mengenai penggalan ayat tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasanya 
pencatatan hutang yang dilakukan adalah termasuk dari administrasi yang harus 
dipenuhi dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Pada Lembaga Keuangan 
sendiri Administrasi tersebut adalah salah satu teknis yang wajib atau harus 
dilaksanakan dalam setiap kegiatan Pembiayaan. Administrasi adalah merupakan 
syarat wajib yang harus dipenuhi agar terlaksananya proses pembiayaan pada 
seatu Lembaga Keuangan. Maka diperlukannya biaya administrasi adalah untuk 
mengurus surat surat dan sebagainya yang diperlukan. 




1. Biaya Amil 
 
2. Biaya Survei 
 
3. Biaya finansial 
 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal yang membahas tentang Al-Qard 
dijelaskan bahwasannya Pinjaman atau Pembiayaan memang perlu dilakukan 
Adminstrasi yang mana didalam Administrasi tersebut dilakukan pencatatan 
jumlah hutang, tempo waktu yang telah ditentukan atau pengembalian, serta 





 tafsirq.com, 2 al baqarah, ayat 282, tafsir quraish shihab (diakses pada tanggal 8 Desember 
2019) 
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN- 





Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh:
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1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
(muqtaridh) yang memerlukan. 
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 
 
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang 
perlu. 
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan 
sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 
b. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 
 










 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang 
Ketentuan Al-Qardh 
100
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sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak- 
mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 
1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. 
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 
memenuhi kewajibannya secara penuh. 
 
Ketiga : Sumber Dana
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Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 
 
1. Bagian modal LKS 
 
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 
 
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 
infaqnya kepada LKS. 
Keempat 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 
Dalam pembahasan ini Penulis mencoba menganalisis Besarnya biaya 
Administrasi tersebut dengan Kajian Teori tentang materi Riba, maka penulis 
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mengambil analisis bahwasanya jumlah besarnya biaya Administrasi dalam 
Pembiayaan Qardhul Hasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung ada unsur pengambilan keuntungan didalamnya yang mana seharusnya 
di dalam Pembiayaan Qardhul Hasan tidak boleh ada keuntungan yang diambil. 
Maka keuntungan yang diambil oleh pihak Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung dalam bentuk Administrasi tersebut termasuk dalam kategori Riba. 
Sebagaimana Ulama menyepakati, setiap utang-piutang yang didalamnya ada 
keuntungan, maka itu adalah Riba.
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فٌ  .نٌ  وٌ   وٌ  ارٌ  حٌ  
 ٌ  ةعٌ  
 وٌ  هٌ   .ٌ  ف
  ٌ
ج
  ٌ  ٌ
 ر
ٌ   كٌ    ضٌ   رٌ  .ٌ  ق لٌ 
 
 
“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, 
maka itu dihukumi haram” 
Maka penulis mengambil kesimpulan bahwasannya Biaya Administrasi memang 
harus dibebankan kepada peminjam sesuai pada Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang ketentuan Qard 
pada poin Pertama nomor 3 yakni “Biaya Administrasi dibebankan kepada 
Nasabah”, akan tetapi dengan besarnya jumlah biaya Adminstrasi yang dilakukan 
oleh Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya Lampung dalam pembiayaan Qardhul 
Hasan tersebut mengandung unsur pengambilan keuntungan atau riba. 
Qardhul Hasan, produk perbankan yang memberikan pinjaman dalam hal 
 





 Rumaysho.com. sepakat ulama utang-piutang yang ada keuntungan dihukumi riba. (diakses 





yang membutuhkan dirasa sesuai dengan maksud dari surat Al-Baqarah Ayat 245 
yang menjelaskan tentang Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah 
(meminjamkan dalam hal kebaikan) maka Allah akan mendatangkan Rizki yang 
berlipat ganda kepadanya, dan ayat tersebut diperkuat dengan potongan ayat 
dalam Surat al-Maidah, yakni pada surat al-maidah ayat 2 yang menjelaskan 
bahwasannya Allah menyeru kepada manusia agar tolong menolong dalam 
mengerjakan hal kebajikan dan taqwa, dan melarang manusia untuk tolong 
menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan, dengan penjelasan dari 
kedua ayat tersebut maka niat dari pembiayaan Qardhul Hasan yang di 
maksudkan untuk menolong dalam hal kebaikan dirasa sudah memiliki landasan 
yang sah sesuai dengan aturan Agama Islam yakni berbuat Tolong menolong 
dalam hal kebaikan. 
Hadits yang melandasi dasar hukum Qardhul Hasan ialah sebagai berikut: 
 
Dari Anas r.a, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “pada malam isra‟ 
aku melihat dipintu surga tertulis shodaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, 
sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat,” aku berkata: “Wahai Jibril, mengapa 
Qardh lebih utama dari shodaqoh?” ia menjawab: “karena ketika meminta, 
peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut 
tidak berutang kecuali karna kebutuhan”. (HR. Ibnu majah dan Baihaqi dari 






Penjelasan dari hadits Rasulullah tersebut ialah mengenai keutamaan 
dalam memberikan pinjaman dalam hal kebaikan yaitu Qardh, karena Allah 










Berdasarkan uraian diatas, ada 2 (dua) kesimpulan penting untuk 
dikemukakan: 
1. Dari kesesuaian data yang diperoleh dalam penelitian secara langsung 
yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung Praktek Qardhul Hasan yang ada di Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung melaksanakan Pembiayaan Qardhul 
Hasan dimulai sejak awal tahun 2015 dengan menggunakan dana Mal, 
dan proses pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Mal Wattamwil 
Duta Jaya Lampung dapat dilakukan setelah melewati beberapa 
tahapan, yaitu yang pertama tahap Registrasi bagi calon peminjam, 
lalu tahapan yang kedua yakni Survei Lapangan ke kediaman calon 
peminjam oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal 
Wattamwil Duta Jaya Lampung, lalu tahap yang ketiga yakni calon 
peminjam membayar biaya Administrasi sebesar 15% dari total jumlah 
pembiayaan yang diajukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh 
Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta Jaya 
Lampung, lalu peminjam menerima dana pembiayaan yang telah 
dipotong sebesar 15% untuk biaya Admibistrasi dan peminjam 
diwajibkan mengembalikan dana pinjaman sesuai jumlah nominal 





2. Peneliti menyimpulkan bahwasanya Biaya Administrasi memang harus 
dibebankan kepada calon Peminjam sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN- 
MUI/IV/2001 Tentang ketentuan Al-Qardh, Bagian Pertama pada poin 
3, yakni “Biaya Administrasi dibebankan kepada Nasabah”. akan 
tetapi Konsep Penerapan Biaya Administrasi sebesar 15% dari total 
pembiayaan Qardhul Hasan disini terhitung sangat besar dan dinilai 
mengandung unsur pengambilan keuntungan pada Administrasi 
tersebut, yang mana hal tersebut sangat tidak sesuai dengan 
kesepakatan Ulama bahwasanya setiap utang-piutang yang didalamnya 





Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka dapat ditarik saran sebagai 
berikut, bagi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Mal Wattamwil Duta 
Jaya Lampung agar dapat memaksimalkan pengelolaan dana Maal, 
sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan kepada Nasabah 
dapat membantu meningkatkan Perekonomian masyarakat secara 
maksimal dengan menggunakan Pembiayaan Qardhul Hasan yang 
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